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PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai
Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pulau Lemukutan, 19
Januari 1986 (umur 39 tahun), agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat, dengan domisili elektronik email:
@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Rusa, 15 Juli 1980
(umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
kediaman di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat, sekarang Tergugat berada di
Rutan Kelas Il B Sambas, Jalan Pembangunan
KM 6 Desa Lubuk Dagang, Kecamatan
Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik
email: -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025
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telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bengkayang, dengan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Bky., pada hari itu juga,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa. pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 November
2022;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai
sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
milik Penggugat beralamat di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat Selama 1 Tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -,
tanggal lahir 14 November 2019;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mengonsumsi/
menjual narkoba jenis sabu-sabu;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 13 Agustus 2023 yang
disebabkan Tergugat ditangkap karena kasus tindak pidana tanpa hak dan
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan | bukan tanaman , dan berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7
Desember 2023 saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di
Rumah Tahanan Kelas Il B Sambas selama 5 (lima) tahun dan denda
sebesar Rpl1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan
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apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2
(dua) bulan

7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah milik sendiri di, Kabupaten
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat berada di
Rumah Tahanan Kelas Il B Sambas, Jalan Pembangunan KM 6 Desa
Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah
memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat tidak sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling
komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga
kembali;

10. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah
diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
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adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara a quo secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat in person datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut
surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Bky tanggal 28
Februari 2025 dan tanggal 14 Maret 2025 yang dibacakan di muka sidang,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendorong
Penggugat agar menempuh upaya damai berpikir untuk tidak bercerai dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 November 2022 yang
diterbitkan oleh KUA Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-
nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim
telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
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2. Fotokopi Petikan Salinan Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Sbs,
diterbitkan dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan
Negeri Sambas, bertanggal 25 Januari 2024, yang menerangkan vonis
Tergugat sebagai Terdakwa, bermeterai cukup, di-nazegelen, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh hakim, serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Sbs, diterbitkan oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sambas, bertanggal 19 Februari 2025, yang
menerangkan perkara atas nama Tergugat sebagai Terdakwa telah
berkekuatan hukum tetap (In kracht Van Gewisjde), bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh hakim, serta diberi tanda (P.3);

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara
elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendorong Penggugat untuk menempuh upaya damai kembali rukun membina
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rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1
R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana
dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim
mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai
dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang
telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor -, tanggal 02 November 2022, oleh karena itu Penggugat memiliki
kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak-pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi in yudicio) untuk mengajukan gugatan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah
serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat (Verstek) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang
kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim “Barangsiapa yang dipanggil oleh
hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul
Qur’an Il: 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa
kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
disebabkan Tergugat mengonsumsi/ menjual narkoba jenis sabu-sabu,
kemudian sejak tanggal 13 Agustus 2023 perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak disebabkan Tergugat
ditangkap karena kasus tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan |
bukan tanaman”, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor
225/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Desember 2023 saat ini Tergugat sedang
menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Kelas Il B Sambas selama 5
(lima) tahun dan denda sebesar Rpl1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
penjara selama 2 (dua) bulan. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah
tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian
(lex spesialis), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi
tanda P.1 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870
KUHPerdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen
dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti
surat P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai
alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi
tanda P.2 merupakan akta otentik berupa Petikan Salinan Putusan Nomor
225/Pid.Sus/2023/PN.Sbs, diterbitkan dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sambas, bertanggal 25 Januari 2024, vyaitu
fotocopy/salinan/turunan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan
telah di-nazegelen. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.2
telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pembuktian sempurna (volledig)
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dan mengikat (bindende), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi
tanda P.3 merupakan surat bukan akta (vide pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata)
yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Oleh karena itu Hakim
berpendapat bahwa bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti
surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka harus dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum pembuktian lengkap, sehingga harus dinyatakan
dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti pelengkap yang
menerangkan bukti P.2 (Petikan Salinan Putusan Nomor
225/Pid.Sus/2023/PN.Sbs) telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara materil Hakim akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni
2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Salinan
Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Sbs tanggal
25 Januari 2024 dan bukti P.3 fotokopi surat keterangan berkekuatan hukum
tetap (In kracht Van Gewisjde) yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan
Negeri Sambas tanggal 19 Februari 2025, yang pada pokoknya menjatuhkan
pidana kepada Tergugat berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan
denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2
(dua) bulan, maka Hakim menilai bukti tersebut secara materiil dapat diterima.

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap gugatan perceraian a quo telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yang berbunyi: “gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-
isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ maka untuk mendapatkan

putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan
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putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang

menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Begitu pula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

bahwa “gugatan perceraraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara

5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal

116 huruf ¢, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti

Penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan

perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan dalil
pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan
hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;

- Bahwa Tergugat menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7
Desember 2023 saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di
Rumah Tahanan Kelas Il B Sambas selama 5 (lima) tahun dan denda
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua)
bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dan selama menjalani
hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
seorang suami, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan,
yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia,
tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan
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kemudharatan bagi pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan
penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk menunggu
Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, bahwa Hakim telah
berusaha menyampaikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam
kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari
Tergugat, oleh karena itu solusi untuk menghindari hal-hal terburuk bagi
Penggugat adalah dengan membuka pintu perceraian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan
gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha
merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan
demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan
berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di
persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan
Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan
(broken marriage). Penggugat sudah tidak lagi memiliki personal care and
attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari
cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan
suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya
harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan
kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan
dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati
kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena

itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata
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lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (mitsagan

galidzhan) dan dinilai sebagai ibadah;

Lell 153858uid 51551 2%0dsT 2 25 515 O wail Ses

aa3;5 8355 ASi Jass

Artinya: " Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu
merasa tenteram kepadanya’”.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat yang tidak menunaikan
kewajiban sebagai suami atas Pengugat sebagai istrinya tidak mencerminkan
tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana hadist Nomor 1054 dibawah ini dalam
kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqalani yang Hakim adopsi
sebagai pertimbangan hukum pada putusan a quo yang berbunyi:

l.s O ) 'Jls d.ul QS— l&.l_gl.&o o~ P.AS? U 9
: JUs € ade Lasl ggj 6> Lo ! alll Joun,
l.A.AMLI.SI I.)I l.b_g.ulS.-_g u.JJSI I.)I le.o.l.la.l
u\svl).zg.-v_g C.A.Q.ays ld.?gjl U).mys
Dl.o ,_).gl_g .SSLuI..l."_g .)..o.?l ol_g_) .u.g_..a_JI.
Artinya: " Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya Radhiallohuanhu, dia
berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa kewajiban suami atas
isterinya.” Beliau bersabda, ‘Memberinya makan, jika kamu makan,
memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah,
jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam
rumabh.” Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’l, dan Ibnu Majah”.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak mencermikan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di
atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan)
tetapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang diadopsi

sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:
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Tlaall al> Gle paic awbial) o)

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan”.
Serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai

pertimbangan Hakim yang berbunyi:

wold) e Blllgglizgllise J) pacaislil

Artinya: “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada
suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami
dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syargawi Alat Tahrir

Juz Il halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

BAU ealiay Das a3 s s a8 5 Adeay Db 3 Oa

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka
jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan
menurut dlahirnya ucapan’;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp219.000,00
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I.,
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi
oleh lliyansyah, S.E.l., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd
lliyansyah, S.E.l.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp  30.000,00
2. Biaya proses ‘Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat ‘Rp 0,00

4. Biaya PNBP panggilan Penggugat :Rp  10.000,00
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5. Biaya panggilan Tergugat ‘Rp  39.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat ‘Rp  10.000,00
7. Biaya redaksi ‘Rp  10.000,00
8. Biaya meterai :Rp  10.000,00
9. Biaya PNBP Pht. :Rp  10.000,00

Jumlah ‘Rp 219.000,00
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
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